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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA 
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DALAM SISTEM 

PERBANKAN DI INDONESIA
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Abstract
Automated Teller Machine usage keeps on increasing. Likewise with case of 
crimes particulary those related to fraud of customer accounts through Automated 
Teller Machines that customers suffered losses. The problems raised: what is 
the responsibility of the bank for the losses suffered by customers as a result of 
frauds on their accounts via Automated Teller Machine? and what is the legal 
protection that can be given to customers related to the fraud of their accounts 
through Automated Teller Machine? Result of the research shows customers 
have their problems in the use of the Automated Teller Machine card because 
the machine has been out of order or broken, then te bank will be responsible 
to provide compensation, otherwise if in the process of using automated teller 
machine card the error was on the side of customers, then the bank will not be 
responsible for the risk of losses suffered by the customers. Legal protection 
that can be provided is based on the Banking Law and Law on Customer 
Protection.

Keywords: legal protection, the customer, automated teller machine

Abstrak
Penggunaan sarana mes�n Anjungan Tuna� Mand�r� semak�n men�ngkat. Beg�tu 
juga dengan kasus kejahatan terutama yang berka�tan dengan pembobolan reken�ng 
nasabah melalu� mes�n Anjungan Tuna� Mand�r� seh�ngga nasabah mengalam� 
kerug�an. Permasalahan yang d�angkat ya�tu baga�manakah tanggungjawab 
p�hak bank atas kerug�an yang d�der�ta konsumen ak�bat pembobolan 
reken�ngnya melalu� mes�n Anjungan Tuna� Mand�r�? dan baga�manakah 
perl�ndungan hukum yang dapat d�ber�kan kepada nasabah terka�t pembobolan 
reken�ngnya melalu� mes�n Anjungan Tuna� Mand�r�? Has�l penel�t�an bahwa 
apab�la nasabah mengalam� masalah dalam penggunaan kartu Anjungan Tuna� 
Mand�r� j�ka mes�n Anjungan Tuna� Mand�r� telah mengalam� gangguan atau 
mengalam� kerusakan maka bank akan bertanggungjawab member�kan gant� 
rug�, apab�la dalam proses penggunaan kartu Anjungan Tuna� Mand�r� tersebut 
kesalahan berada pada p�hak nasabah maka bank t�dak akan bertanggung jawab 
atas res�ko kerug�an yang d�alam� oleh nasabah. Perl�ndungan hukum yang 
dapat d�ber�kan berpedoman pada Undang-undang Perbankan dan juga Undang-
undang Perl�ndungan Konsumen. 

Kata Kunc�: perl�ndungan hukum, nasabah, anjungan tuna� mand�r�
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Untuk mencapa� pemerataan 
dalam b�dang pendapatan, menc�ptakan 
pertumbuhan ekonom� dan untuk 
memel�hara stab�l�tas nas�onal menuju 
pen�ngkatan kesejahteraan rakyat 
banyak, �ndustr� perbankan memegang 
peran yang pent�ng d�dalam ka�tannya 
dengan usaha untuk  menyukseskan 
program pembangunan nas�onal 
tersebut. 

Tugas yang harus d�emban 
oleh perbankan nas�onal t�daklah 
r�ngan. Perbankan nas�onal dalam 
ka�tannya bert�ndak sebaga� 
agen pembangunan, harus dapat 
mempertahankan agar usahanya dapat 
terus berkes�nambungan dengan cara 
menc�ptakan has�l usaha yang dapat 
menambah struktur pendanaan dan 
permodalannya. 

Bank sebaga� lembaga utama 
d� b�dang keuangan, tentunya harus 
dapat mempertahankan kepercayaan 
dar� masyarakat  selaku kustomer atau 
nasabah atas uang yang d�percayakan 
untuk menjad� s�mpanan yang 
d�tanamkan kepada bank. Pengaturan 
atas �ndustr� perbankan nas�onal 
mutlak d�perlukan dengan meng�ngat 
tugas tersebut mempunya� s�fat yang 
berbeda antara yang satu dengan yang 
la�nnya, dalam hal menjaga adanya 
kese�mbangan d�antara tugas-tugas 
tersebut.2

S�stem perbankan mem�l�k� 
fungs� utama untuk mengh�mpun dana 
dar� masyarakat dalam bentuk tabungan 
dan depos�to, kemud�an menyalurkan 
kembal� kepada masyarakat dalam 
bentuk p�njaman atau yang ser�ng 
d�sebut kred�t.

Pengaturan mengena� perbankan 
d� Indones�a d�atur dalam Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (selanjutnya d�sebut UU 
Perbankan).

Hubungan yang terjad� anatara 
bank dengan nasabah peny�mpan pada 
pr�ns�pnya d�dasar� dengan adanya 
hubungan kepercayaan, dalam bahasa 
Inggr�snya d�sebut dengan  fiduciary 
relation. Masyarakat mempercayakan 
dananya untuk d� s�mpan d� Bank atas 
dasar adanya kepercayaan. Oleh karena 
�tu, bank tentunya harus tetap menjaga 
t�ngkat kesehatan dar� bank dengan 
tetap memel�hara dan mempertahankan 
kepercayaan yang telah d�ber�kan oleh 
masyarakat kepada bank. Kesed�aan 
masyarakat menempatkan dananya 
pada bank semata-mata d�landas� oleh 
kepercayaan. H�langnya kepercayaan 
masyarakat terhadap bank, b�sa 
menyebabkan nasabah menar�k 
dananya dar� bank secara besar-besaran 
dan bersamaan yang �st�lahnya d�kenal 
sebaga� rush.3

2 Jonker S�homb�ng, 2010, Penjaminan 
Simpanan Nasabah Perbankan, Alumn�, 
Bandung, hlm.1 

3 Djon� S. Gazal� & Rachmad� Usman, 2010, 
Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.566
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Jasa d� b�dang perbankan d�bag� 
menjad� dua tujuan ya�tu:
(1) tujuan pertama ya�tu sebaga� 

lembaga yang menyed�akan alat 
pembayaran yang efes�en bag� 
nasabah berupa tersed�anya uang 
tuna�, tabungan, kartu Anjungan 
Tuna� Mand�r� (selanjutnya 
d�sebut ATM), b�lyet g�ro (BG), 
kartu kred�t, kartu debet, dan 
cek.

(2) tujuan kedua ya�tu sebaga� 
sarana untuk membuat arus dana 
�nvestas� menjad� men�ngkat agar 
pemanfaatannya menjad� leb�h 
produkt�f, hal �n� dapat d�lakukan 
melalu� cara menampung 
dana tabungan m�l�k nasabah 
yang kemud�an dana tabungan 
tersebut d�salurkan kembal� oleh 
bank dalam bentuk p�njaman 
atau kred�t kepada p�hak yang 
membutuhkan dana.4

Anjungan Tuna� Mand�r� (ATM) 
atau yang d�sebut dengan Automated 
Teller Machine merupakan suatu 
s�stem perangkat komputer�sas� yang 
d�pergunakan oleh lembaga perbankan 
sebaga� salah satu upaya untuk 
menyed�akan s�stem layanan transaks� 
keuangan d� tempat-tempat umum 
tanpa harus melalu� pegawa� bank 
(teller).5

Penggunaan kartu ATM 
sudah bukan hal yang baru lag� bag� 
masyarakat sekarang �n�. Se�r�ng 
dengan berkembangnya zaman 
penggunaan kartu ATM sekarang �n� 
telah banyak d�gunakan oleh kalangan 
masyarakat sebaga� nasabah bank. 
Nasabah yang semak�n banyak yang 
menggunakan kartu ATM membuat 
banyak p�hak ket�ga yang terg�ur untuk 
dapat memanfaatkan s�tuas� �n�. Hal �n� 
menyebabkan terjad� banyak kasus-
kasus yang d�karenakan ATM. Kasus-
kasus yang umum terjad� sepert� kartu 
tertelan, uang yang t�dak keluar pada 
saat penar�kan, penggandaan kartu 
atm, serta reken�ng yang terdebet. 
T�dak hanya �tu kasus kejahatan yang 
banyak meresahkan p�hak bank dan 
nasabahnya salah satunya adalah 
pembobolan ATM.6

Tekn�k pengamanan yang 
d�pergunakan untuk menjam�n 
proses transaks� menggunakan ATM 
dapat terlaksana dengan ba�k dan 
benar, maka p�hak bank member�kan 
pengamanan dengan jalan nasabah 
pem�l�k kartu ATM akan d�ber�kan 
nomor personal identification number 
(PIN) yang d�pergunakan untuk 
melakukan transaks� d� mes�n ATM 
seh�ngga hanya orang yang mengetahu� 
nomor PIN saja yang dapat melakukan 
transaks� melalu� mes�n ATM.

4 Kasm�r, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, 
Rajawal� Pers, Jakarta, hlm. 1-2. 

5 Ron� Samb�angga, Sistem Keamanan ATM, 
URL : http: // www.total.or.�d / �nfo. Php? 
Kk= Anjungan Tuna� Mand�r�, d�unduh pada 
tanggal 18 Desember 2015.
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Masyarakat pada umumnya t�dak 
mengetahu� hak dan kewaj�bannya 
sebaga� nasabah apab�la terjad� 
masalah dalam penggunaan kartu 
ATM. Sos�al�sas� yang m�n�m 
terhadap aturan-aturan hukum tersebut 
mengak�batkan masyarakat t�dak 
memaham� perl�ndungan hukum 
apab�la masyarakat mengalam� 
kerug�an terutama masalah kartu 
ATM.

Berdasarkan ura�an tersebut, 
se�r�ng dengan permasalahan yang 
t�mbul ak�bat dar� d�gunakannya 
ATM dalam transaks� perbankan oleh 
nasabah tentunya hal �n� berka�tan 
dengan tanggungjawab yang dapat 
d�ber�kan oleh p�hak bank dan juga 
perl�ndungan hukum bag� nasabah 
yang mengalam� kerug�an tersebut.

1.2 Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah 

yang dapat d�tar�k berdasarkan latar 
belakang d�atas ya�tu:
1. Baga�manakah tanggungjawab 

p�hak bank atas kerug�an yang 
d�der�ta konsumen ak�bat pembo-
bolan reken�ngnya melalu� mes�n 
ATM?

2. Baga�manakah perl�ndungan 
hukum yang dapat d�ber�kan 
kepa-da nasabah terka�t 
pembobolan reken�ngnya 
melalu� mes�n ATM?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penul�san jurnal �n� 

d�bag� menjad� dua ya�tu tujuan umum 
dan tujuan khusus:

a. Tujuan umum : adapun tujuan 
umum yang hendak d�capa� 
dar� penul�san jurnal �n� ya�tu 
untuk menambah khasanah 
pengetahuan d� b�dang �lmu 
hukum, khususnya hukum 
perl�ndungan konsumen dan 
perbankan.

b. Tujuan khusus: untuk mengkaj� 
dan memaham� leb�h lanjut 
mengena� tanggungjawab p�hak 
bank atas kerug�an yang d�der�ta 
konsumen ak�bat pembobolan 
reken�ngnya melalu� mes�n ATM 
dan perl�ndungan hukum yang 
dapat d�ber�kan kepada nasabah 
terka�t pembobolan reken�ngnya 
melalu� mes�n ATM.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian
Adapun jen�s penel�t�an yang 

d�pergunakan dalam penul�san jurnal 
�n� adalah penel�t�an hukum normat�f 
yang d�lakukan dengan cara menel�t� 
bahan hukum pr�mer dan sekunder.7 
Penel�t�an hukum normat�f d�lakukan 
terhadap taraf s�nkron�sas� hukum, 
s�stemat�ka hukum, sejarah hukum 
dan juga perband�ngan hukum.8

2.1 Jenis Pendekatan 
Jen�s pendekatan yang 

d�pergunakan dalam penul�san jurnal 
�n� adalah:

7 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2001, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-
14.

8 Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian 
Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.51.
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a. Pendekatan konseptual 
(Conseptual Approach), 
konsep-konsep yang terdapat 
dalam �lmu hukum kemud�an 
d�jad�kan sebaga� t�t�k tolak 
ataupun pendekatan bag� anal�s�s 
penel�t�an hukum, karena akan 
men�mbulkan konsep bag� suatu 
fakta hukum.

b. Pendekatan perundang-
undangan (statute approach). 
D�mana dalam penel�t�an �n� 
melakukan pengkaj�an dan 
anal�sa atas seluruh peraturan 
perundang-undangan dan 
regulas� yang berka�tan dan 
sesua� dengan �su hukum yang 
d�tangan�.9

2.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang 

d�pergunakan dalam penul�san jurnal 
�n� terd�r� dar� bahan hukum pr�mer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tert�er.

Bahan hukum pr�mer yang 
d�maksud terd�r� dar� : 
a. Undang-undang Dasar Negara 

Republ�k Indones�a Tahun 
1945.

b. K�tab Undang-undang Hukum 
Perdata.

c. Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan.

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perl�ndungan 
Konsumen.

Bahan hukum sekunder ya�tu 
bahan hukum yang member� penjelasan 
terhadap bahan hukum pr�mer atau 
membantu dalam melakukan anal�sa 
atas bahan hukum pr�mer. Bahan 
hukum sekunder yang d�pergunakan 
dalam penel�t�an jurnal �n� adalah has�l 
buku-buku l�teratur, karya �lm�ah yang 
berasal dar� kalangan hukum, art�kel-
art�kel  mengena� perl�ndungan hukum 
dan perbankan.

Bahan hukum tert�er yang 
d�pergunakan dalam penul�san jurnal 
�n� merupakan petunjuk terhadap 
bahan hukum pr�mer dan bahan hukum 
sekunder ya�tu berupa kamus dan 
ens�kloped�.10 Adapun kamus yang 
d�pergunakan ya�tu berupa kamus 
hukum, dan juga kamus bahasa.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum
Pengumpulan bahan hukum 

d�lakukan dengan tekn�k stud� 
dokumen dengan melakukan 
penelaahan terhadap peraturan-
peraturan hukum yang relevan dengan 
top�k pembahasan, buku-buku sebaga� 
bahan bacaan terka�t ya�tu buku-
buku perbankan dan perl�ndungan 
konsumen. Kemud�an d�lakukan stud� 
kepustakaan yang mem�l�k� tujuan 
untuk mencapa� konseps�-konseps�, 
teor�-teor�, pendapat-pendapat ataupun 
penemuan-penemuan yang mem�l�k� 
hubungan erat dengan apa yang 
menjad� permasalahan.

10 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum 
Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.23.
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hlm.13.
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2.5 Teknik Analisis Bahan 
Hukum
Anal�s�s bahan hukum 

d�lakukan dengan menggambarkan 
apa yang menjad� masalah (deskr�ps�), 
menjelaskan masalah (eksplanas�), 
mengkaj� permasalahan dar� bahan-
bahan hukum yang terka�t (evaluas�) 
dan member�kan argumentas� dar� has�l 
evaluas� tersebut,  seh�ngga d�dapat 
kes�mpulan mengena� persoalan yang 
d�bahas pada penel�t�an �n�.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tanggungjawab Pihak Bank 

Atas Kerugian Yang Diderita 
Konsumen Akibat Pembobolan 
Rekeningnya Melalui Mesin 
ATM
Pengert�an mengena� tanggung 

jawab sebaga�mana d�kemukakan oleh 
Peter Sal�m dapat d�bag� menjad� 3 
(t�ga) pengert�an ya�tu:
a. Accountability

Tanggung jawab �n� pada 
umumnya berka�tan dengan keuangan, 
pembukuan, h�ngga pembayaran. 
Accountab�l�ty juga b�sa d�art�kan 
sebaga� kepercayaan. 
b. Responsibility

Tanggungjawab dalam art� 
�n� berka�tan dengan kewaj�ban 
untuk memperba�k� kesalahan yang 
pernah d�lakukan atau yang terjad�. 
Respons�b�l�ty juga berka�tan dengan 
kewaj�ban untuk menanggung segala 
sesuatunya yang d�salahkan, d�ancam 
hukuman dan d�tuntut oleh penegak 
hukum d� depan pengad�lan, mener�ma 
beban yang d�ak�batkan dar� perbuatan 

send�r� ataupun perbuatan dar� orang 
la�n.
c. Liability

Berart� menanggung segala 
sesuatu kerug�an yang terjad� ak�bat 
perbuatannya ataupun dar� ak�bat 
perbuatan yang d�lakukan orang la�n 
namun bert�ndak untuk dan atas nama 
yang bersangkutan. Liability juga 
dapat d�art�kan adanya kewaj�ban 
untuk membayar gant� kerug�an yang 
d�der�ta.11

Tanggungjawab dapat 
d�art�kan melakukan perbuatan 
sebaga� perwujudan kesadaran akan 
kewaj�bannya. Seh�ngga tanggung 
jawab merupakan kesadaran manus�a 
terhadap perbuatan-perbuatan yang 
d�lakukan ba�k sengaja maupun t�dak 
sengaja.

Bank dalam keg�atan �nterme-
d�ar�nya mem�l�k� tanggungjawab 
terhadap keamanan atas dana yang 
d�s�mpan oleh nasabah d� bank. 
Tanggungjawab bank terhadap 
nasabah terutama bag� nasabah yang 
mengalam� kerug�an ak�bat keh�langan 
dananya yang d�s�mpan d� bank dengan 
cara yang t�dak wajar d�atur dalam:
a. Peraturan Bank Indones�a 

(PBI) No. 7/6/PBI/2005 
tanggal 20 Januar� 2005 tentang 
Transparans� Informas� Produk 
Bank dan Penggunaan Data 
Pr�bad� Nasabah;

Vol. 5, No. 1 : 119 - 130

11 K.Martono, 2011, Hukum Angkutan Udara 
Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.217.
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b. PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 
20 Januar� 2005 tentang 
Penyelesa�an Pengaduan 
Nasabah; dan 

c. PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 
30 Januar� 2006 tentang Med�as� 
Perbankan.
Ket�ga peraturan sebaga�mana 

d�sebutkan d� atas adalah bentuk 
real�sas� yang d�lakukan oleh Bank 
Indones�a untuk menyesua�kan 
keg�atan usaha perbankan dengan 
ketentuan yang tercantum dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perl�ndungan Konsumen 
(selanjutnya d�sebut UU Perl�ndungan 
Konsumen). UU Perl�ndungan 
Konsumen mengharuskan kesetaraan 
antara bank sebaga� pelaku usaha dan 
nasabah selaku konsumen.12

Nasabah peny�mpan dana apab�la 
terjad� masalah dalam penggunaan 
kartu ATM seh�ngga mengak�batkan 
kerug�an yang dalam hal bukan 
d�karenakan kesalahan dar� nasabah 
maka p�hak bank waj�b menggant� 
kerug�an sebaga�mana telah d�atur 
dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g UU 
Perl�ndungan Konsumen menyatakan: 

Member� kompensas�, gant� rug� 
dan/atau penggant�an atas kerug�an 
ak�bat penggunaan, pemaka�an dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
d�perdagangkan. Member� kompensas� 
gant� rug� dan/atau penggant�an apab�la 
barang dan/atau jasa yang d�ter�ma 

atau d�manfaatkan t�dak sesua� dengan 
perjanj�an”.

Selanjutnya dalam Pasal 19 
ayat (1) UU Perl�ndungan Konsumen 
menyatakan: 

Pelaku usaha bertanggung 
jawab member�kan gant� rug� 
atas kerusakan, pencemaran, dan/
atau kerug�an konsumen ak�bat 
mengkonsums� barang dan/atau jasa 
yang d�has�lkan atau perdagangkan.
T�dak semua pengaduan nasabah 
yang melaporkan atas keh�langan 
uang dalam reken�ngnya mendapatkan 
pengembal�an dar� p�hak bank.  P�hak 
bank akan melakukan klarifikasi 
terleb�h dahulu terhadap pengaduan 
nasabah tersebut, apakah pengaduan 
nasabah �tu memang keh�langan uang 
dalam rekeningnya. Proses klarifikasi 
d�mula� dar� pengecekan terhadap 
data transaks� yang d�lakukan oleh 
para nasabah. Berdasarkan dar� data 
transaks� tersebut menunjukkan apa 
saja yang d�lakukan oleh nasabah 
terhadap reken�ngnya sepert� penar�kan 
melalu� ATM, penar�kan melalu� teller, 
transfer dana v�a ATM, penyetoran 
melalu� teller, serta transaks� la�nnya 
yang menyebabkan berkurang atau 
bertambahnya saldo reken�ng nasabah 
tersebut. Terhadap nasabah khususnya 
yang mengadukan atas dana pada 
saldo reken�ngnya t�ba-t�ba menjad� 
berkurang tanpa melakukan transaks�, 
akan d�per�ksa terhadap transaks� 
penar�kan atau transfer yang pernah 
d�lakukan oleh nasabah. Rekaman dar� 
transaksi tersebut akan diklarifikasi 
oleh p�hak bank kepada nasabah 

Vol. 5, No. 1 : 119 - 130

12 Deput� Gubernur Bank Indones�a, 2011, 
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yang bersangkutan untuk mengetahu� 
transaks� mana saja yang d�anggap 
t�dak pernah d�lakukan oleh nasabah 
dan yang mana saja yang d�aku� oleh 
nasabah.13 Contoh kasus pembobolan 
reken�ng nasabah melalu� mes�n ATM 
ya�tu saat kartu ATM nasabah tertelan 
kemud�an nasabah menelepon call 
centre yang ternyata palsu nasabah 
member�kan �nformas� mengena� 
data reken�ngnya yang kemud�an 
mengak�batkan pelaku kejahatan 
tersebut b�sa mengakses dana nasabah 
dan kemud�an melakukan pembobolan 
terhadap reken�ng nasabah tersebut. 
Atas kasus �n� dapat d�kategor�kan 
bahwa kesalahan bukan berada 
pada p�hak bank, namun karena 
kelala�an dar� nasabah �tu send�r�. 
Sela�n �tu ada juga kerug�an yang 
terjadi karena undian berhadiah fiktif 
yang mengharuskan nasabah untuk 
melakukan beberapa transaks� melalu� 
mes�n ATM, seh�ngga mengak�batkan 
reken�ng nasabah terbobol, dalam hal 
�n� tentunya kesalahan berada d� p�hak 
nasabah. Mahkamah Agung (MA) 
menyatakan bank t�dak bertanggung 
jawab terhadap terkurasnya tabungan 
nasabah ak�bat ulah call center palsu, 
yang bertanggung jawab adalah 
nasabah �tu send�r�. Hal �n� d�putuskan 
dalam perkara Muhaj�d�n Tah�r vs 
Bank Mand�r�.

P�hak bank akan bertanggung 
jawab apab�la nasabah mengalam� 
masalah dalam penggunaan kartu ATM 
j�ka mes�n ATM telah mengalam� 
gangguan atau mengalam� kerusakan, 
d�s�s� la�n apab�la dalam proses 
penggunaan kartu ATM tersebut 
kesalahan berada pada p�hak nasabah 
maka bank dalam hal �n� t�dak akan 
bertanggung jawab terhadap res�ko 
kerug�an dar� nasabah peny�mpan dana 
tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Yang 
Dapat Diberikan Kepada 
Nasabah Terkait Pembobolan 
Rekeningnya Melalui Mesin 
ATM
S�stem pengamanan merupakan 

hal yang harus d�perhat�kan dalam 
operas�onal perbankan karena 
terka�t dengan dana yang d� s�mpan 
oleh nasabah. Set�ap bank tentunya 
mempunya� s�stem pengamanan yang 
ketat. Kecangg�han s�stem pengamanan 
pada bank t�dak menutup kemungk�nan 
keamanan tersebut d�terobos atau 
d�bobol oleh para peretas atau yang 
leb�h d�kenal sebaga� hacker. 

Kasus yang berka�tan dengan 
pembobolan bank sudah terjad� sejak 
d�kenalnya �ndustr� perbankan d� 
dun�a. Kasus sepert� �n� mungk�n saja 
dapat d� m�n�mal�s�r, namun tetap saja 
ber�s�ko terjad� hal �n� d�karenakan 
para pembobol tersebut dapat berasal 
dar� p�hak bank, dapat juga berasal 
dar� p�hak luar, dan juga dar� p�hak 
bank yang bekerja sama dengan p�hak 
luar. 
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Nasabah selaku konsumen d� 
b�dang perbankan perlu mendapatkan 
perl�ndungan. Perl�ndungan terhadap 
konsumen dalam hal �n� nasabah 
bank sangat d�butuhkan karena pos�s� 
konsumen selaku nasabah leb�h lemah 
d�band�ngkan pos�s� pelaku usaha 
atau p�hak bank, kedudukan antara 
pengusaha dengan konsumen sangat 
t�dak se�mbang. D� dalam perjanj�an 
kred�t yang d�buat oleh bank, yang 
umumnya berupa perjanj�an yang 
baku, �s�nya telah d�tetapkan secara 
sep�hak oleh p�hak bank. P�hak nasabah 
selaku konsumen mau t�dak mau akan 
menandatangan� perjanj�an tersebut. 
Untuk menye�mbangkan kedudukan 
antara p�hak bank dengan konsumen 
d�butuhkan adanya suatu perl�ndungan 
terhadap konsumen.14 Perl�ndungan 
hukum bag� nasabah perbankan 
menurut pendapat Hermansyah dapat 
d�bedakan menjad� dua ya�tu :
1. Perl�ndungan secara t�dak 

langsung, ya�tu perl�ndungan 
hukum yang d�ber�kan terhadap 
nasabah atas semua res�ko 
kerug�an yang terjad� ak�bat 
adanya keb�jaksanaan atau 
keg�atan usaha bank.

2. Perl�ndungan langsung, 
ya�tu Perl�ndungan secara 
langsung terhadap nasabah atas 
kemungk�nan res�ko kerug�an 
yang mungk�n terjad� dar� 

keg�atan usaha yang d�lakukan 
p�hak bank.15

Nasabah pada umumnya t�dak 
mengetahu� baga�mana yang harus 
d�lakukan j�ka nasabah mengalam� 
masalah dalam penggunaan kartu 
ATM �n�, oleh karena �tu ba�knya p�hak 
bank member�tahukan kepada nasabah 
ba�k secara langsung maupun secara 
tertul�s (dalam kontrak penerb�tan 
kartu ATM) seh�ngga nant� nasabah 
apab�la mengalam� masalah dalam 
penggunaan kartu ATM nasabah 
tahu apa yang harus mereka lakukan. 
D�s�s� la�n berdasarkan kontrak 
atau perjanj�an pembukaan nomor 
reken�ng t�dak terdapat klausul yang 
mengatakan bahwa p�hak bank t�dak 
bertanggung jawab atau pengal�han 
tanggung jawab bank kepada nasabah. 
J�ka nasabah mengalam� masalah maka 
nasabah waj�b melaporkan d�r� kepada 
p�hak bank seh�ngga p�hak bank dapat 
memproses t�ndakan-t�ndakan yang 
harus d�lakukan terhadap kasus yang 
d�alam� oleh nasabah.

Perl�ndungan hukum bag� 
nasabah bank apab�la nasabah 
yang mengalam� masalah dalam 
melakukan transaks� kartu ATM 
nasabah dapat berpedoman pada UU 
Perbankan dan juga UU Perl�ndungan 
Konsumen. Menurut ketentuan yang 
d�atur dalam Pasal 29 ayat (5) UU 
Perbankan menyatakan bahwa : 
“Untuk kepent�ngan nasabah, bank 
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menyed�akan �nformas� mengena� 
kemungk�nan t�mbulnya res�ko 
kerug�an bag� transaks� nasabah yang 
d�lakukan melalu� bank.” Ura�an 
pasal d�atas hanya memuat sed�k�t 
penjelasan mengena� perl�ndungan 
hukum terhadap nasabah bank. 
J�ka d�l�hat pula dalam penjelasan 
pasal tersebut t�dak dapat d�ber�kan 
pengert�an dan penjelasan yang 
secara menyeluruh mengena� apa dan 
baga�mana kepent�ngan nasabah yang 
t�dak boleh d�rug�kan.

Menurut Surat Edaran Bank 
Indones�a Nomor 14/17/DASP/2012 
tanggal 7 Jun� 2012, per�hal Perubahan 
Atas Surat Edaran Bank Indones�a 
Nomor 11/10/DASP/2009 tanggal 13 
Apr�l 2009, per�hal Penyelenggaraan 
Keg�atan Alat Pembayaran Dengan 
Menggunakan Kartu, pr�ns�p 
perl�ndungan nasabah sebaga� ber�kut : 
Ketentuan but�r VII.A d�ubah seh�ngga 
berbuny� : Pr�ns�p Perl�ndungan 
Nasabah Penerb�t waj�b menerapkan 
pr�ns�p perl�ndungan nasabah dalam 
menyelenggarakan keg�atan APMK 
(Alat Pembayaran Melalu� Kartu) yang 
antara la�n d�lakukan dengan :
1. Menyampa�kan �nformas� 

tertul�s kepada pemegang 
kartu atas APMK yang 
d�terb�tkan. Informas� 
tersebut waj�b d�sampa�kan 
dengan menggunakan bahasa 
Indones�a yang jelas dan mudah 
d�mengert�, d�tul�s dalam huruf 
dan angka yang mudah d�baca 
oleh pemegang kartu, dan 
d�sampa�kan secara benar dan 

tepat waktu.
2. Menyed�akan sarana dan nomor 

telepon yang dapat dengan 
mudah d�gunakan dan/atau 
d�hubung� oleh calon Pemegang 
Kartu dan Pemegang Kartu dalam 
rangka melakukan verifikasi 
kebenaran segala fas�l�tas yang 
d�tawarkan dan/atau �nformas� 
yang d�sampa�kan oleh penerb�t.
Apab�la terjad� masalah dalam 

penggunaan kartu ATM seh�ngga 
mengak�batkan kerug�an yang dalam 
hal bukan d�karenakan kesalahan 
dar� nasabah maka p�hak bank waj�b 
menggant� kerug�an sebaga�mana hal 
tersebut telah d�atur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perl�ndungan Konsumen pada pasal 7 
huruf f dan huruf g yang berbuny� :
 “Member� kompensas�, gant� 

rug� dan/atau penggant�an atas 
kerug�an ak�bat penggunaan, 
pemaka�an dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang 
d�perdagangkan. Member� 
kompensas�, gant� rug� dan/atau 
penggant�an apab�la barang 
dan/atau jasa yang d�ter�ma 
atau d�manfaatkan t�dak sesua� 
dengan perjanj�an”.
B�asanya ATM yang d�bobol 

adalah lokas� mes�n ATM yang berada 
d� lokas� public area. ATM yang berada 
d� cabang b�asanya leb�h aman karena 
d�kawal oleh satpam bank yg bertugas 
juga mengawas� ATM d� sek�tar 
cabang. Ada beberapa lokas� ATM d� 
public area yang memang t�dak d�jaga 
oleh security karena sudah “d�jaga” 
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oleh satpam gedung atau plaza tempat 
ATM tersebut. D�jaga dalam pengert�an 
mes�n ATM nya t�dak d�amb�l orang. 
D�jaga kebers�han ATMnya dan 
la�n-la�n. Namun set�ap orang yang 
mengamb�l uang bebas keluar masuk 
tanpa pengawasan. Petugas bank 
seba�knya harus ser�ng berkel�l�ng 
mengecek kond�s� ATM nya. Kond�s� 
�n� sangat mungk�n d�manfaatkan 
s�nd�kat untuk menempel atr�but-
atr�but yang d�gunakan membobol 
ATM. Pool�ng ATM d� lokas� public 
area leb�h aman, namun tetap harus 
d�jaga. Seba�knya poll�ng ATM terd�r� 
dar� berbaga� bank dan d�jaga seorang 
satpam seh�ngga leb�h aman dan b�aya 
relat�f murah. Hal kedua yang perlu d� 
awas� adalah sewaktu pember�an �j�n 
mes�n ATM. Alangkah ba�knya Bank 
Indones�a �kut mel�hat ke lokas� mes�n 
ATM yang akan d�ber�kan �j�nnya 
dan membuat peraturan standard�sas� 
keamanan sebuah tempat mes�n 
ATM. Saat �n� mes�n ATM ada yang 
menggunakan CCTV ada yang t�dak, 
ada berbaga� kotak brosur (b�asanya 
d�gunakan s�nd�kat tempat menempel 
berbaga� macam alat), ada mes�n lama 
yang mas�h menggunakan kotak UPS 
(unit power supply) d�samp�ngnya dll. 
J�ka t�dak memenuh� standard kemanan 
yang d�buat Bank Indones�a (BI), leb�h 
ba�k BI menonakt�fkan mes�n ATM 
tersebut dan mencabut �j�nnya.

IV. PENUTUP
4.1  Simpulan 

Berdasarkan ura�an pembahasan 
tersebut, maka d�peroleh kes�mpulan 

sebaga� ber�kut:
1. Tanggungjawab p�hak bank atas 

kerug�an yang d�der�ta konsumen 
ak�bat pembobolan reken�ngnya 
melalu� mes�n ATM ya�tu apab�la 
nasabah mengalam� masalah 
dalam penggunaan kartu ATM 
j�ka mes�n ATM telah mengalam� 
gangguan atau mengalam� 
kerusakan maka bank akan 
bertanggung jawab member�kan 
gant� rug�, d�s�s� la�n apab�la 
dalam proses penggunaan kartu 
ATM tersebut kesalahan berada 
pada p�hak nasabah maka bank 
t�dak bertanggung jawab untuk 
menggant� kerug�an dar� p�hak 
nasabah.

2. Perl�ndungan hukum yang 
dapat d�ber�kan kepada nasabah 
terka�t pembobolan reken�ngnya 
melalu� mes�n ATM berpedoman 
pada UU Perbankan dan juga UU 
Perl�ndungan Konsumen yang 
mengatur bahwa pelaku usaha 
waj�b member�kan kompensas�, 
gant� rug� maupun penggant�an 
ak�bat pemaka�an barang/jasa 
yang d�perdagangkan dan apab�la 
barang yang d�ter�ma t�dak sesua� 
dengan yang d�perjanj�kan.

4.2  Saran
Adapun saran yang penul�s 

kemukakan dalam penel�t�an �n� 
adalah:
1. P�hak bank hendaknya 

member�kan pengamanan yang 
ketat terka�t dengan mudahnya 
akses untuk mendapatkan mes�n 
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ATM, perlu d�tambahkan adanya 
CCTV pada set�ap mes�n ATM, 
sela�n �tu b�la d�perlukan untuk 
menambah petugas keamanan 
yang berjaga pada set�ap mes�n 
ATM tersebut.

2. Hendaknya d�buat suatu aturan 
dan sanks� p�dana yang tegas 
terka�t dengan t�ndak p�dana 
pembobolan mes�n ATM guna 
member�kan efek jera bag� 
pelakunya
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